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GUBERNUR JAMBI

Yth. 1. Bupati/Wali Kota se-Provinsi Jambi;
2. Kepala Dinas Sosial Kabupaten/Kota se-Provinsi Jambi;
3. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota se-Provinsi Jambi.

SURAT EDARAN
NOMOR : % /SE/DISKES-4.3/VIl/2026

TENTANG

PENDATAAN DAN PENANGANAN MASYARAKAT YANG BELUM TERDAFTAR DALAM
DATA TUNGGAL SOSIAL DAN EKONOMI NASIONAL (DTSEN) DESIL 1 SAMPAI
DENGAN DESIL 5 DALAM PELAKSANAAN JAMINAN KESEHATAN DAERAH

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Gubernur Jambi Nomor 4 Tahun 2026 tentang Pedoman
Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Daerah, khususnya ketentuan mengenai penerima manfaat
yang diprioritaskan bagi penduduk yang terdaftar dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi
Nasional (DTSEN) Desil 1 sampai dengan Desil 5 dan untuk memberikan pedoman terhadap
masyarakat miskin dan tidak mampu yang belum terdata dalam DTSEN Desil 1-5, dengan ini
disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Daerah mengutamakan penduduk yang
terdaftar dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) Desil 1 sampai
dengan Desil § sesuai dengan ketentuan Peraturan Gubernur Jambi Nomor 4 Tahun 2026.

2. Pemerintah Kabupaten/Kota agar melakukan verifikasi dan validasi terhadap masyarakat
miskin dan tidak mampu yang belum terdaftar dalam DTSEN Desil 1 sampai dengan Desil 5.

3. Dinas Sosial Kabupaten/Kota agar mengusulkan hasil verifikasi dan validasi tersebut melalui
mekanisme pemutakhiran data sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Selama proses pemutakhiran data berlangsung, masyarakat yang secara faktual tergolong
miskin dan tidak mampu agar diberikan pendampingan administrasi serta difasilitasi
pengurusan dokumen yang diperiukan.

5. Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota agar berkoordinasi dengan Dinas Sosial Kabupaten/Kota
dalam penanganan masyarakat yang membutuhkan pelayanan kesehatan namun belum
terdata dalam DTSEN Desil 1-5.

6. Dalam keadaan gawat darurat atau kondisi tertentu yang memerlukan penanganan segera,
Pemerintah Kabupaten/Kota agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai
kewenangan masing-masing dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-
undangan.

7. Bupati/Wali Kota agar mengoptimalkan peran Pemerintah Desa/Kelurahan, Kecamatan, serta
perangkat daerah terkait untuk memastikan masyarakat miskin dan tidak mampu yang belum
terdaftar dalam DTSEN Desil 1-5 dapat segera diusulkan dalam pemutakhiran data.




8. Pelaksanaan pendataan dan pemutakhiran data dilakukan secara akurat, transparan, dan

dapat dipertanggungjawabkan guna mendukung keberhasilan Program Jaminan Kesehatan
Daerah Provinsi Jambi.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jambi
Pada tanggal 22 Juli 2026

GUBERNUR JAMBI,

H. AL HARIS‘

Tembusan :

1. Menteri Sosial Republik Indonesia;

2. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia:

3. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jambi;

4. Kepala Dinas Sosial, Dukcapil Provinsi Jambi;
5. Arsip




